
 

 

 

 BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 91                                                            TAHUN 2022 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR      91    TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2018 

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH  

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa Cabang Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Cabang Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas-Dinas 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan 

penyesuaian dan penataan kembali; 

b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan 

sehubungan dengan perubahan nomenklatur Cabang Dinas 

Kelautan Wilayah Pulau Lombok, Cabang Dinas Kelautan 

Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat, Cabang Dinas 

Kelautan Wilayah Bima-Dompu menjadi Unit Pelaksana 

Teknis Dinas serta penambahan rincian tugas Cabang Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur 

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Cabang Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat; 

 



Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Nusa Tengara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6809); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Pereturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  6402); 

7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184); 

 

 

 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS-

DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Cabang  Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2018 Nomor 30) yang telah beberapa kali diubah dengan 

Peraturan Gubernur: 

a.  Nomor 29 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2019 Nomor 29); 

b.  Nomor 45 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2020 Nomor 45); 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a angka 2 dihapus sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai 

berikut: 

a. Cabang Dinas kelas A terdiri dari: 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, terdiri atas: 

a) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat 

dan Mataram; 

b) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah; 

c) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur; 

d) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa; 

e) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu; 

f) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima. 

g) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara. 

h) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat. 

2. Dihapus 

3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

adalah: Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah 

Pulau Sumbawa.  

2. Bagian Kedua BAB IV dihapus. 

3. Pasal 7 dihapus. 



4. Lampiran IIa sampai dengan Lampiran IIh diubah sehihingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.  

5. Lampiran Ii sampai dengan Lampiran Ik dan Lampiran IIi sampai 

dengan Lampiran IIk dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

 Ditetapkan di Mataram 

 pada tanggal 19 Oktober 2022 

 

 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

ttd 

 

 H. ZULKIEFLIMANSYAH 

 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 19 Oktober 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

ttd 

 

           H. LALU GITA ARIADI 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 91 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
 
 
 

LALU RUDY GUNAWAN 

NIP. 19700527 199603 1 002 

 

 

 


